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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi

informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai

tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan

menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak

buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam

kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan. Berkembangnya

teknologi informasi menimbulkan kekhawatiran pada perkembangan

tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan

cybercrime atau kejahatan mayantara.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat

sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari

produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan

televisi, telepon, fax, cellular (handphone) dan internet sudah bukan hal

yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar.1

Informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui

telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan

berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar,

mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun

melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian sering disebut

1 Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi
Informasi, Repika Aditama, Bandung, 2015, h. 121
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sebagai era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan

betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat di akses, dicari,

dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas

geografis suatu negara.

Teknologi informasi memegang peran yang penting baik di masa

kini, maupun di masa yang akan datang.2 Menurut Didik J. Rachbini,

“teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor,

yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek

sosial, budaya, ekonomi dan keuangan”.3 “Era globalisasi yang dilalui

menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah

menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi.”4

Sehingga dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini

dapat dilihat sendiri yaitu maraknya anak dibawah umur yang sudah

memainkan alat-alat elektronik yang canggih. Dimana melalui alat-alat

elektronik tersebut dapat memasuki dunia yang seolah nyata melalui

jaringan internet yang lebih sering dikenal dengan dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa,

membuat dunia telah memasuki era baru komunikasi. Dengan demikian,

teknologi informasi ini telah mengubah perilaku masyarakat global. Di

samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia

menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial

2Agus Raharjo, Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan
BerteknologiCitra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 1

3Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.Cit, h. 1.
4Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime), Urgensi

Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 1.
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secara signifikan berlangsung demikian cepat. “Teknologi informasi saat

ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan

kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi terjadinya perbuatan-

perbuatan melawan hukum”.5 Dengan terjadinya perbuatan melawan

hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk dapat

menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Akibat perkembangan teknologi informasi lahirlah suatu era baru
yang dikenal dengan hukum telematika. Hukum telematika dapat
juga disebut dengan hukum siber. Hal ini didasari pada
argumentasi bahwa hukum siber (cyber crime) merupakan kegiatan
yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh
sistem telekomunikasi baik itu dial up system, menggunakan jalur
telepon, maupun wireless system yang menggunakan antena
khusus nirkabel.6

Seiring dengan perkembangan tersebut, ternyata teknologi

informasi yang berkembang dalam jaringan internet juga menyebabkan

terjadinya kejahatan pada dunia internet itu sendiri. Permasalahan hukum

yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian

informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya

dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang

dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Teknologi dan Hukum merupakan dua unsur yang saling
mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Di
satu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai
tujuan tertentu, akan tetapi, di sisi lain teknologi juga dapat dilihat
sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui

5 Ibid, h. 2.
6Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2015, h. 12.
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teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia
termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.7

Salah satu kemajuan di bidang teknologi adalah ditemukan

handphone atau telepon genggam, selain berfungsi untuk melakukan dan

menerima panggilan telepon, handphone (telepon genggam) umumnya

juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat SMS

(short message service). Selain kelebihan-kelebihan tersebut, ponsel

sekarang sudah ditanamkan program-program komputer. sehingga orang

bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia

bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan

semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut

diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini

diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik

dan jahat akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi

menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk

menyalahgunakannya, dengan demikian, teknologi biasa dikatakan juga

merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya

keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang terjadinya

kejahatan, antara lain kejahatan yang dilakukan lewat SMS (Short

Message Service).

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan
peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitas serta variasi
modus operandinya. Secara empiris, definisi kejahatan dapat dilihat

7Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum
Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 31

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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dari dua perspektif, pertama adalah kejahatan dalam perspektif
yuridis yaitu kejahatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang
oleh negara diberi pidana. Kedua kejahatan dalam arti perspektif
sosiologis, yaitu kejahatan merupakan semua ucapan, perbuatan
dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial
pisikologis yang sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-
norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik
yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum
tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.8

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait

dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara

elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan

perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai

akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi

informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat

dari peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak
positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana
penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau
penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tindak pidana
tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat
merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan
modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata
maupun gambar dan kata yang menghina dengan ujaran kebencian.
Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada
tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang
akhirnya merugikan masyarakat.9
Kasus penyebaran informasi yang berujung pada pelaporan pidana

dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

8 Abdul Wahid dan Muhamad Labib, Kejahatan Mayantara, Refika Aditama,
Malang, 2015, h. 30

9 Abdul Wahid dan Muhamad Labib, Op. Cit., h. 36..
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11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjtunya

disebut UU ITE). Kasus yang terkait dengan UU ITE diantaranya kasus

Syamsul Arifin, S.H., M.H. Bin Jamaludin yang bersalah melakukan tindak

pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) JO.

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang

Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat perbuatan

tersebut terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima

belas) hari.

Berdasarkan kasus di atas, maka UU ITE khususnya Pasal 27 ayat

(3) memiliki unsur penting yakni berusaha untuk memberikan perlindungan

atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap

informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus

dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pencemaran nama

baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian

disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi

elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih tesis yang berjudul, “Analisis

Yuridis Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Dan

Dokumen Elekronik Yang Memuat Penghinaan Dan Pencemaran
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Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457

K/Pid.Sus/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan

informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan

penghinaan dan pencemaran nama baik ?.

2. Bagaimana sanksi tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik

dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan

pencemaran nama baik ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana

mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang

memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi tindak pidana

mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang

memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim

dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021.
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Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan

wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah

dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan

kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai tindak

pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elekronik

yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik.

2. Secara praktis :

a. Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum

maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani

dan menyelesaikan tindak pidana mendistribusikan informasi

elektronik dan dokumen elekronik yang memuat penghinaan dan

pencemaran nama baik.

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi

Akademisi dan masyarakat khususnya mengenai tindak pidana

mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elekronik yang

memuat penghinaan dan pencemaran nama baik.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori

dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang

dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-
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butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak

disetujui.10

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji

dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas

perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas

penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.11

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang

terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang

dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar

yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan

dan menjelaskan fenomena yang diamati.12

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan

atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati,

dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,

maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya

penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak

pidana penyelundupan. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau

analisis dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

10 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.80.
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.
12 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,

Bandung, 2013, h.34-35.
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Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum

untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara

melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan

atas kekuasaan (machtsstaat).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila

memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl

mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.

2) Adanya pembagian kekuasaan.

3) Pemerintahan berdasarkan peraturan

4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.13

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah

nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi

tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang

artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep

pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan

Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan

negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin

keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi

tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai

13 Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI
Jakarta, 2016, h. 24.
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dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap

manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula

peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum

(rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Di dalamnya

terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi

hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan

kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam

Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak

memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum,

serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh

karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan,

harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk

mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yng menjadi
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haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh

masyarakat.14

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan pergaulan hidup15. Penegakan hukum tidak bisa

terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa

khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan

merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh

ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan

penyitaan.16

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak

ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam

sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga)

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu
waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk
eksplisit suatu sumber kekuasaan;

14Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,
2014, h. 55

15Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

16 Ibid, h.7
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3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku
yang baru.17

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement,

merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik,

guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan

masyarakat dan kepentingan pribadi18. Kepentingan tersebut terlindungi

apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan

dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi

mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan

hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses

pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law

illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement

process)19.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana

Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut

menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.20

17 CST Kansil, Op.Cit, h. 12
18 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

123
19 Ibid
20 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,

Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55
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Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum

dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan

pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum

preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga

agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan

hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak

hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif

adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam

usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem

penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan

oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang

mempunyai aturannya masing-masing.21

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa

hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan

tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus

dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.22

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum,

serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

21 Ibid, h. 77
22Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni,

Bandung, 2012, h.5
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1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang
beserta peraturan pelaksanaannya

2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan
hukum

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu

diterapkan
5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari

manusia dalam kehidupannya.23

c. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus

kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah

seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu

tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 24

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak

termasuk pertanggungjawaban.Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso

mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang

mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban

pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika

tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si

pembuat.25

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman

Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi

masyarakat patut dicela.26 Dengan demikan, menurutnya seseorang

mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan

23 Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 3
24 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13.
25 Djoko Prakoso .Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty Yogyakarta,

2017, h. 75
26Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia,

Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h. 31
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yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada

unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam

bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang

melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi

ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta

penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat

kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai

dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia

lainya.27 Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan

dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di

yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan

pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di

lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah

hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut

telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin

orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah

kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk

menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang

melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat

27 Ibid, h.32.
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dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang

dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di

anggap baik oleh masyarakat.

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam

Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut,

apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang

dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka

hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada

kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh

sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah

dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau
kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.

2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik
dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan

3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban
si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.28

28 Ibid, h.156.
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Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya

celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif

yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar

dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat

perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan

dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang

terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung

jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk

bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu

perbuatan tertentu.29

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor

terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara

perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum,

dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menetukan kehendaknya

dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab

dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44

29Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta, 2018,
h.68
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KUHP. Dimaksudkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan

penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-

alasan khusus seperti tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51.

Jadi, bagi Roeslan Saleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu

bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena

gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena

hipnotis dan sebagainya.30

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang,

maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban

pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

1) Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat

melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan

delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut

belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pemidanaan masih

memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu

mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa

kesalahan (geen straf zonder schuld). Peran unsur kesalahan sebagai

syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas mens rea

30 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua
Pengertian dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h. 83
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yaitu subjektif guilt yang melekat pada si pembuat, subjektif guilt ini

merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.31

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli

hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan
syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi
terhadap si pembuat tindak pidana.

b) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk
pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan
tersebut berupa keadaan pschisch dari si pembuat.
Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa
berdasarkan keadaan psychish perbuatannya dapat dicelakan
kepada si pembuat.

c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik
merupakan pengertian psychologis, hubungan antara keadaan
jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena
perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam
hukum.

d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang
paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang
dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap
perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.

e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan
karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah
perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan
kehendak si pembuat adalah kesalahan.32

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat

dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana

apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus

sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:33

2) Kesengajaan.

31 Sudarto, Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010, h. 52
32 Ibid, h. 53
33 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rienka Cipta, Jakarta, 2010, h.103.
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Defenisi sengaja berdasarkan memorie van toelichting (memori

penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan

untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata opzettelijk (dengan sengaja)

yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan

willens en wetens, yaitu menghendaki dan mengetahui.34 Menurut

Crimineel Wetboek Nederland Tahun 1809 (Pasal 11) opzet (sengaja)

itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat

sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

“dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai

maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan

sadar kemungkinan,35 dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana

karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk

mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

3) Kelalaian (Culva).

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

a) Culva Lata adalah kelalaian yang berat.

b) Culva Levissima adalah kelalaian yang ringan jadi culva ini belum

cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu

kejahatan karena culva.36

4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu

keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh

karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai

34 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 273.
35 Sudarto, Op. Cit., h.103
36 Ibid, h.104.
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dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan

berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan

berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat

dipertanggunjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku

mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.37

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang

telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan

berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang

berlaku.

5) Kemampuan Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat

mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat

dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.

Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu

keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya

pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang

mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya
sendiri.

b) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa
perbuatannya bertentangan dengan hukum.

c) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran
tersebut.38

37 Martiman Prodjohamidjodjo, Op.Cit, h. 32
38 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.165.
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Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggung

jawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggungjawab

secara negatif yakni:

a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian
keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa
yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.
Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat
tersebut pada saat perbuatan dilakukan.

b) Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat
dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya
hubungan kausal adalah hakim.39

6) Alasan penghapus pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan

alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana

seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana

dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

a) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau
meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.

b) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan
keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang
dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa
dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu
bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.

c) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan
menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu
dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu
bertanggungjawab.40

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

39 Sudarto, Op. Cit., h.95
40 Martiman Prodjohamidjodjo, Op. Cit, h. 36
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keperluan analitis.41 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada

hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun

demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan

abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan

dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

a. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan

hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat

bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian

itu.42

b. Mendistribusikan menurut Pasal 27 Ayat (1) Angka 4 UU ITE bahwa

yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau

menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

41 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

42 Moelyatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 59.
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c. Informasi elektronik menurut Pasal 1 Angka 1 UU ITE adalah satu atau

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange

(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi

yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya.

d. Dokumen elekronik menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

e. Penghinaan adalah pencemaran nama baik seseorang baik secara

lisan atau tertulis atau perbuatan lain. Jadi yang dimaksud penghinaan

adalah menganggap rendah derajat orang lain, meremehkannya atau

mengingatkan cela-cela dan kekurangan-kekurangan seseorang.43

f. Pencemaran nama baik yang disebarkan secara tertulis dikenal

sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander.

43R. Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana
Indonesia, Eresco, Bandung 2012, h. 38.
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Penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan

atau tulisan (tercetak).44

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan

memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama

baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

2. Sanksi tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan

pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45

UU ITE.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara bahwa pelaku

tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama

baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat

(3) UU ITE.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa

penelitian tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Mendistribusikan

Informasi Elektronik Dan Dokumen Elekronik Yang Memuat Penghinaan

44 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap kehormatan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2017, h. 47.
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Dan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

4457 K/Pid.Sus/2021)”. belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan

perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian

tentang tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen

elekronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik.

Terdapat beberapa tesis seperti pada tesis :

1. Aamul Moh. Putra Pradipta Duwila yang berjudul “Tinjauan Sosiologi

Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial”. Permasalahan

dalam tesis ini adalah :

a. Bagaimana faktor-faktor penyebab ujaran kebencian di media

sosial ?

b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian

di media sosial ?

c. Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi terhadap ujaran

kebencian di media sosial ?

2. Chandra Yudha Pratama yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan

Ujaran Kebencian”. Permasalahan dalam tesis ini adalah :

a. Bagaimanakah penerapan Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015

perlu di sosialisasikan ke masyarakat

b. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat terhindar

dari perbuatan ujaran kebencian?
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c. Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan

ujaran kebencian ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan

yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas

masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan

pendekatan dan perumusan masalah.

G. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan

bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus

diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.45 Dalam penelitian metode

merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran

yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,46 maksudnya adalah

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah,

menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana

pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-

undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

45 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset nasional, Akmil, Magelang, 2017, h. 8
46Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,

2016, h. 8.
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pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu

dengan jalan menganalisanya.47

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian

hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma

hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.49

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang

menjadi objek penelitian.50 Deskriptif analistis, merupakan metode yang

dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang

terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti

mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal

yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.51 Penulisan ini

menguraikan hal-hal tentang kekerasan dalam rumah tangga.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan kasus (case approach),48 dilakukan dengan cara

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021.

47 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 43.
49 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 2016, h.45.
50 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 2014, h. 105
51 Ibid, h. 106
48 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94
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b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),49 dilakukan dengan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum

dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin,

pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang

berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan

perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi

melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses

penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan

data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

49 Ibid, h. 95
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Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tertier.50 Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat,53 terdiri dari :

1) UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD

1945.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks

yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi

tinggi.51 Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang

50 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, h. 39.
53 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2014,

h.57
51 Ibid, Op.Cit, h. 41
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terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang

dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari

buku-buku, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan

hukum.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan

dengan tema yang diteliti.52

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

substantif.53 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka

menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat.54

52 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali
Pers, Jakarta, 2016, h. 31

53 Lexy J Moleong, Op.Cit, h. 103
54 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.
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BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN
INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN
PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam

kepustakaan tentang hukum pidana sering diterjemahkan dengan istilah

delik, sedangkan pembuat undang-undang yang merumuskan suatu

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan

pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum

pidana.Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam

kehidupan masyarakat.55

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana itu dikenal dalam hukum

pidana Belanda sebagai strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata

yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar

diartikan sebagai dapat dan boleh, feit diartikan sebagai tindak, peristiwa,

55 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education dan PuKap.
Yogyakarta. 2012, h. 18
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pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delict, artinya,

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).56

Menurut Pompe dikutip dari Moeljatno menyebutkan ada 2 (dua)

macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

1. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum),
yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan
pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa
yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan
(handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat
pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang
merupakan suatu peristiwa.57

Berbeda dengan pandangan pakar di atas, menurut Halim, delik

adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam

dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).58

Mengenai delik dalam arti strafbaar feit, para pakar hukum pidana

masing-masing memberi definisi. Menurut Simons merumuskan strafbaar

feit adalah :

Suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan
pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh seseorang
yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya
dalam dua golongan unsur yaitu :
1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang

dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan

bertanggung jawab.59

R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah:

56 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Cetakan Keenam. Sinar
Grafika. Jakarta, 2009, h.23

57 Moeljatno, Op.Cit. h.54
58 Ibid, h.55
59 Ibid, h.56
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Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan
dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan
lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut
peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat
yaitu :
1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam

ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu

orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di

dalam Undang-Undang.60

Menurut Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional menyebutkan

bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan

sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.61

R. Soesilo menyebutkan bahwa sesuatu perbuatan yang dilarang

atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau

diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam

dengan hukuman.62 Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua

unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi :
a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu

perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas

merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan
hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya
dapat dihukum.

60 R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 2009, h.28
61 BPHN, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Departemen

Kehakiman RI, Jakarta, 2001, h.20
62 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-

Komentarnya, Politea, Bogor, 2008, h. 27.
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c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan
ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan
perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan
undang-undang.

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si
pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar
aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat
dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 63

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan

tersebut :

1. Melawan hukum

2. Merugikan masyarakat

3. Dilarang oleh aturan pidana

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.64

Suatu hal yang memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu

tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam

dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat

menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat

melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu

merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau

aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya.

Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat

banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila

telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan

hukuman.

63 Ibid, h.27
64 M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press,

Medan, 2005, h.10
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Mengetahui apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak

pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum

pidana yang berlaku (hukum pidana positif). KUHP yang berlaku sekarang

ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan (yang

diatur dalam Buku Kedua) dan pelanggaran (yang diatur dalam Buku

Ketiga). Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua

bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan

sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah

perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran

adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan.65 Hal ini juga

didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang

diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada

pelanggaran.

Ilmu Hukum Pidana mengenal beberapa jenis tindak pidana,

diantaranya adalah :

1. Tindak pidana formil.
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya
dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak
pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan
yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan
dalam peraturan perundang-undangan (pidana). Misalnya Pasal
362 KUHP perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil
milik orang lain.

2. Tindak pidana materil.
Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya
dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu
Undang-Undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila
akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi.
Misalnya Pasal 338 KUHP, akibat yang dilarang tersebut adalah
hilangnya nyawa orang lain.

65 Ibid., h.11
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3. Tindak pidana comisionis
Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa
pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh
Undang-Undang.

4. Tindak pidana omisionis.
Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa
pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh
Undang-Undang. Misalnya Pasal 522 KUHP, tidak menghadap
sebagai saksi di muka pengadilan.

5. Dolus dan culpa
Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja,
sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan
kelalaian atau karena kealpaan.

6. Tindak pidana aduan (klachtdelict).
Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat
dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak
ada pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut.
Misalnya Pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan, dengan
demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi
rumusan pasal.66

Menurut Sudarto, bahwa secara dogmatis masalah pokok yang

berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang

2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu

3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.67

Mengenai kata perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana

mempunyai banyak istilah yang berasal dari bahasa Belanda (Het

Strafbare feit) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain :

1. Perbuatan yang dilarang hukum
2. Perbuatan yang dapat dihukum
3. Perbuatan pidana
4. Peristiwa pidana
5. Tindak pidana, dan
6. Delik (berasal dari bahasa Latin delictum).68

66 R.Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, h.106
67 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung,

2003, h.62
68 M. Hamdan, Op.Cit, h.8
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Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana)

yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana

atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara

objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat

dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena

perbuatannya.69 Pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu

hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar

Undang-Undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun

hukuman tambahan.

Teknologi selain membawa keuntungan berupa dipermudahnya

hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin

dipermudahkannya penjahat dalam melakukan kejahatannya. Teknologi

juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai

kejahatan terutama terhadap aliran-aliran kriminologi yang memberatkan

pada faktor manusia,baik secara lahir maupun psikologis.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat
menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada
dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa
yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin
hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut untuk diperhatikan
bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum
diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya,
padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia
kejahatan tentulah lebih tua.70

69 BPHN., Op.Cit, h.20.
70 Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, Op. Cit,h.46.
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Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam

masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan

bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Banyak

tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti

adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perkembangan

perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan

perkembangan masyarakat itu sendiri. “Kejahatan telah diterima sebagai

suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif)

maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat”.71

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan

kejahatan terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya

perkembangan tersebut. Sehingga terkadang hukum terlambat untuk

mengimbangi perkembangan teknologi. Dalam tindak pidana teknologi

informasi ini juga, hukum seakan sempat tertinggal dalam pesatnya

kemajuan internet. Sehingga seperti telah diuraikan di awal bab I dimana

dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan belantara yang tak

bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara khusus.

Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu

kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di

dalamnya.

Mulanya terdapat dua pendapat mengenai perlu tidaknya undang-

undang yang mengatur mengenai kejahatan teknologi informasi,

diantaranya :

71 Agus Raharjo, Op. Cit., h. 29
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1. Kelompok pertama yang mengatakan bahwa sampai hari ini
belum ada perundangan yang mengatur masalah cybercrime.
Karena itu jika terjadi tindakan kriminal di dunia cyber, sangat
sulit bagi aparat hukum untuk menjerat pelakunya. Pendapat ini
diperkuat dengan banyaknya kasus cybercrime yang tidak dapat
dituntaskan oleh sistem peradilan. Persoalannya berdasar pada
sulitnya aparat mencari pasal-pasal yang dapat dipakai sebagai
landasan tuntutan di pengadilan.

2. Kelompok kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa
tidak ada kekosongan hukum. Mereka yakin, walau belum ada
perundangan yang mengatur masalah tersebut, para penegak
hukum dapat menggunakan ketentuan hukum yang sudah ada.
Untuk melaksanakannya diperlukan keberanian hakim menggali
Undang-Undang yang ada dan membuat ketetapan hukum
(yurisprudensi) sebagai landasan keputusan pengadilan.72

UU ITE terdapat dua muatan besar yang diatur di dalamnya yaitu :

1. Pengaturan tentang transaksi elektronik

2. Pengaturan tentang tindak pidana teknologi informasi.

Materi tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip

ketentuan internasional, yaitu Uncitral Model Law on Electronic Commerce,

Uncitral Model Law on Electronic Signature, Convention on Cybercrime,

EU Directives on Electronic Commerce, dan EU Directives on Electronic

Signature. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah instrument internasional

dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika,

dan Asia.73

Substansi pengaturan dalam tindak pidana teknologi informasi

dalam UU ITE mencakup hukum pidana materiil, yaitu kriminalisasi

perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana teknologi

informasi. Pedoman yang digunakan adalah Convention on Cybercrime.

72 Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, Op.Cit., h. 82
73 Ibid, h. 136.
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“Undang-undang ini juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk

menegakkan hukum pidana di bidang teknologi informasi ini”.74

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa

elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan.

Sebagian besar berpendapat membagi elemen perumusan delik secara

mendasar saja, dan ada juga yang berpendapat yang membagi elemen

perumusan delik secara terperinci, diantaranya unsur subjektif dan objektif.

Unsur objektif dalam perumusan delik tindak pidana teknologi

informasi ini mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum KUHP.

Hal ini disebabkan kegiatan pada dunia maya meskipun bersifat virtual

tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata.

Secara yuridis untuk ruang cyber sudah tidak ada tempatnya lagi untuk

mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional

untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang

ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat

hukum. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat

nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek perlakunya harus

dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara

nyata.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas
penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan
benda tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik
sebagai perbuatan pidana. Dalam keyataan kegiatan cyber tidak
lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah
suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun.
Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada

74 Ibid, h. 137.
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orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya
pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.75

Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE mengatur tentang

perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat

dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya

konten illegal, yang terdiri dari:
1) Kesusilaan
2) Perjudian
3) Penghinaan atau pencemaran nama baik
4) Pemerasan atau pengancaman
5) Berita bohong yang menyesatkan atau merugikan

konsumen
b. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA
c. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekeasan atau

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
d. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal;
e. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik

dan sistem elektronik;
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interfensi),

yaitu:
a. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data

interference)
b. Gangguan terhadap sistem elektronik (system interference)

3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang.
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik
5. Tindak pidana tambahan (accesoir);
6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana.76

Sebagian besar pengaturan tindak pidana dalam UU ITE

mengadopsi ketentuan pidana dalam Convention on Cybercrime. Dalam

bagian ini dijeleskan mengenai perbuatan yang dilarang dan unsur-unsur

pidana dalam setiap pasal yang dimaksud. Sepanjang ketentuan dalam

UU ITE terkait dengan Convention on Cybercrime, akan dibahas juga

75 Budi Suhariyanto, Op. Cit., h. 103
76 Josua Sitompul, Op. Cit., h. 147
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dalam bagian yang dimaksud hubungan antara pasal dalam UU ITE

dengan ketentuan dalam Convention on Cybercrime.

Pada dasarnya pengaturan dari tindak pidana tersebut merupakan

desakan dari kebutuhan nasional dalam meluasnya berbagai bidang

kejahatan. Meluasnya berbagai bidang kejahatan tersebut sebagaimana

dijelaskan di awal merupakan imbas dari pesatnya perkembangan

teknologi tanpa disertai pengembangan pola pikir masyarakat. Sehingga

pada pengaturan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan

pengaturan khusus dari tindak pidana umum yang ada karena memang

pengaturan tindak pidana secara umum tersebut belum dapat menjangkau

modus operandi kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.

Secara konsep tindak pidana teknologi informasi dapat dilihat

secara sempit maupun luas. Secara sempit tindak pidana teknologi

informasi ini ialah perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang

ditujukan terhadap integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data,

termasuk terhadap sistem. Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ini

merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan atau

melalui sarana komputer sistem atau jaringan, termasuk tindak pidana

konvensional dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik.

Akan tetapi secara perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana

teknologi informasi diatur dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam BAB

VII dan BAB XI. Hampir semua ketentuan perbuatan yang dilarang dalam
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UU ITE telah mengakomodir substantive law dari Convention on

Cybercrime.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi : setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur
tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak
pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian
(Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal
310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman
(Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam
Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya
merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-
pasal KUHP tersebut.77

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang

menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam

satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur

dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.

Pasal 368 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk

memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik

orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang,

diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Memaksa orang lain

77 Sigit Suseno, Op. Cit, h. 166
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2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk

kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat

utang atau menghapuskan piutang.

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan melawan hak.

4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada

orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan

dengan kehendak sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang

berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang

berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi

pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan di sini adalah

menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini

penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk di

dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau

ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut

kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar

pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan

kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri

atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan

tersebut.
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Pasal 369 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,

dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau

menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama

empat tahun”. “Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista

(afdreiging atau chantage)”.78 Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369

terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal

368 digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam

Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka

rahasia.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang

menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam

satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana

tersebut jenis deliknya berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan

sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa sedangkan

tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah delik aduan.79

Ketentuan Pasal 27 UU ITE mensyaratkan perbuatan mendistribusikan,

mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang

dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.80

78 S. R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta: Alumni
AHM-PTHM, 2003, h. 61

79 Sigit Suseno, Op.Cit, .h. 71.
80Asri Sitompul, Op. Cit, h.. 38
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Pasal 29 UU ITE menentukan setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan

secara pribadi. Secara pribadi yang dimaksud adalah orang perseorang

(manusia atau natural person) sehingga dengan demikian tidak termasuk

korporasi. “Tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan

secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak

pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa

takut adalah manusia.81

Sesungguhnya banyak perbedaan diantara para ahli dalam

mengklasifikasiakan kejahatan komputer (computer crime). Ternyata dari

klasifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Memudahkan

klasifikasi tindak pidana teknologi informasi tersebut, maka dari beberapa

klasifikasi dapat disilmpulkan :

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi
komputer.

2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau perangkat
lunak komputer.

3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk
kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan
pengelolaan atau operasinya.

4. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang

berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.82

Berdasarkan klasifikasi tersebut kejahatan computer tidak hanya

berbatas pada penggunaan komputer yang menyimpang daru tujuan

81 Ibid., h. 39
82 Abdul Wahid dan M. Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Refika

Aditama, Bandung, 2005, h. 67
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penggunaannya, tetapi juga menyangkut pada informasi yang terkait pada

alat-alat lain yang berhubungan dengan komputer seperti jaringan internet,

informasi yang didapat pada jaringan internet dan lain sebagainya.

Melihat bentuk-bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan

penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan

jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya

dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Dari beberapa pengelompokan

yang ada dapat dilihat secara umum bentuk dari kejahatan teknologi

informasi ini antara lain :

1. Unauthorized acces to computer system and service
Kejahatan yang dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu
sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa
sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang
dimasukinya.

2. Illegal content
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi
ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan
dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban
umum.

3. Data forgery
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada
dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless
document melalui internet.

4. Cyber spionage
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet
untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain
dengan meamasuki sistem jaringan komputer (network system)
pihak sasaran.

5. Cyber sabotage and exortion
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan,
atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer
atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. Offense against intellectual property
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual
yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah
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peniruan terhadap tampilan pada suatu laman (web page) pada
situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di
internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain,
dan sebagainya.

7. Infregments of privacy
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang
merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini
biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada
formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi
(computerized), yang apabila diketahui oleh orang lain akan
dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immaterial
seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit
tersembunyi, dan sebagainya.83

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan teknologi informasi di

atas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, bentuk-bentuk

kejahatan teknologi informasi ini dapat dikelompokkan dalam dua

golongan (besar): penipuan data dan penipuan program.

B. Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Perkembangan masyarakat yang menuju ke masyarakat modern

dan perkembangan teknologi yang pesat dalam dua dekade terakhir ini

memang sangat banyak mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku

masyarakat, sehingga perlulah hukum menyerasikan diri dengan

perkembangan-perkembangan yang terjadi.

Buku II KUHP salah satunya terdiri atas kejahatan terhadap

kehormatan, karena kehormatan merupakan bagian yang terpenting bagi

setiap manusia dimana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang

harus dilindungi oleh hukum. Dalam kehidupan sosial masyarakat

tentunya sering terjadinya permasalahan yang timbul akibat dari

83 Ibid, h. 70.
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penghinaan baik secara lisan atau dengan tulisan, selain itu ada juga yang

timbul akibat fitnah.

Kredebilitas setiap manusia menginginkan untuk tidak direndahkan

karena kehormatan seseorang sangat berpengaruh akan jabatan, karir

dan pekerjaan sehingga jika kehormatan seseorang direndahkan dengan

melalui penghinaan baik melalui lisan atau dengan media massa/tulisan

bahwa kabar yang ada dalam media massa tersebut belum tentu akan

kebenaranya dalam hal ini memiliki pengertian yakni fitnah.

Tindak pidana pada kehormatan pada umumnya ditujukan kepada

seorang manusia yang hidup, sebab kehormatan atau nama baik hanya

dimiliki oleh manusia yang hidup. Demikian halnya dengan badan hukum,

pada hakikaktatnya tidak memiliki kehormatan, tetapi dalam KUHP

menganut bahwa badan hukum tertentu seperti : Presiden atau Wakil

Presiden, kepala negara, perwakilan negara sahabat, golongan, agama,

suku dan badan umum memiliki kehormatan dan nama baik.37

Istilah yang umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap

kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Kehormatan dan nama

baik menjadi hak seseorang atau hak azasi setiap manusia.

Tindak pidana terhadap kehormatan, menurut hukum pidana terdiri

dari 4 bentuk yakni :

1. Menista (secara lisan)

2. Menista secara tertulis

3. Fitnah

37 R.Wirjono Prodjodikoro. Op. Cit, h.45.
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4. Penghinaan.38

Kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi

setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki

kehormatan dan nama baik. Tindak pidana kehormatan/penghinaan

adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak

nama baik kehormatan seseorang.39 Tindak pidana kehormatan ini,

menurut ilmu hukum pidana terdiri dari 7 (tujuh) bentuk yakni :

1. Pencemaran/Penistaan Lisan

Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran

atau penistaan (smaad) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310

ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barang siapa

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat

ribu lima ratus rupiah.

2. Pencemaran/Penistaan tertulis

Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran/penistaan tertulis

rumusannya sebagai berikut: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan

atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di

muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan

38 Ibid, h.46
39 Moeljatno, Op.Cit, h. 67.
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pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”.

3. Fitnah.

Kejahatan fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP yang

rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa melakukan kejahatan

menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk

membuktikan tuduhan itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika

tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum

karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya

empat tahun”.

4. Penghinaan ringan

Bentuk penghinaan ringan ada dalam Pasal 315 KUHP yang

rumusannya sebagai berikut : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja

yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang

dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau

tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan

atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,

diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama

empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah”.

5. Pengaduan Fitnah

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah

dalam Pasal 317 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh



54

menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan yang palsu kepada

pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama

baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum penjara selama-

lamanya empat tahun”.

6. Menimbulkan persangkaan palsu

Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu terdapat dalam Pasal 318

KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja

dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan

terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana,

diancam penjara paling lama empat tahun”.

7. Penghinaan mengenai orang meninggal

Kejahatan penghinaan mengenai orang sudah meninggal dunia ada 2

(dua) macam, yaitu :

a. Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu

masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis,

dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP. Bentuk penghinaan

orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau

pencemaran tertulis.

b. Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan

menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau

gambar dimuka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya

dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1) KUHP.
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C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi
Elektronik dan Dokumen Elektronik

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang menganut

sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan

maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan

berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan

Umum. Menurut undang-undang ini setiap warga negara berhak untuk

menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas

dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pelaksana dari

Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Teknologi selain memiliki sisi positif juga terdapat sisi negatif, maka

begitu juga halnya dengan media sosial yang selain memiliki dampak

positif juga dampak negatif. Sisi positif media sosial diantaranya yaitu

kemudahan informasi karena sesama pengguna media sosial dapat saling

terhubung dan berbagi. Sedangkan sisi negatif dari media sosial yaitu

maraknya ujaran kebencian atau hate speech, sehingga jika setiap hari

hal ini terjadi dan bertambah banyak, maka dapat berdampak atau

berpotensi pada timbulnya perpecahan di tengah masyarakat.
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Beberapa peraturan yang di buat oleh pemerintah Republik

Indonesia sebagai dasar acuan untuk memidanakan para pelaku tindak

pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Ada hal yang sangat perlu diperhatikan dalam segala aktifitas

online yang dilakukan di internet dan jangan sampai apa yang dilakukan

dalam komunikasi online menjadi hal yang berbenturan dengan hukum

sehubungan dengan adanya UU ITE .Perbuatan yang dilarang

sehubungan dengan adanya UU ITE adalah:

a. Pasal 27

Pasal 27 UU ITE perbuatan yang dilarang adalah :

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan perjudian.

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ITE yaitu:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
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Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau
pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

b. Pasal 28

Pasal 28 UU ITE :

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA).

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2)

UU ITE yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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c. Pasal 29

Pasal 29 UU ITE yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3)

UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Pasal 30 (ayat (1)

Pasal 30 ayat (1) UU ITE yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem

Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU ITE

yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b. Pasal 30 ayat (2)

Pasal 30 ayat (2) UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem

elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud

pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

1) Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja

berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak

berhak untuk menerimanya; atau
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2) Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal

diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah

dan/atau pemerintah daerah

Sanksi perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat

(2) UU ITE yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

c. Pasal 30 ayat (3)

Pasal 30 ayat (3) UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem

elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos,

melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sistem pengamanan

adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke

dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi

pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Sanksi diatur dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yaitu: Hukuman

pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

d. Pasal 31 UU ITE yaitu:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer
dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang
dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah
kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,
mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak
bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi
maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis
atau radio frekuensi.
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(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke,
dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik
tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan
perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya
perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang
ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi
penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-
undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Sanksi pelanggaran Pasal 31 diatur dalam Pasal 47 UU ITE yaitu:

Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

e. Pasal 32 ayat (1)

Pasal 32 ayat (1) UU ITE yaitu: setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah,

menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,

memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Pasal 31 UU ITE yaitu:

Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

f. Pasal 32 ayat (2).

Pasal 32 ayat (1) UU ITE yaitu: setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau
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mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada

sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 UU ITE yaitu:

Hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

g. Pasal 32 ayat (3).

Pasal 32 ayat (3) UU ITE yaitu: Terhadap perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi

dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana

mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 UU ITE yaitu:

Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

h. Pasal 33

Pasal 33 UU ITE yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat

terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik

menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 49 Pasal 31 UU ITE yaitu: Hukuman

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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i. Pasal 34

Pasal 34 UU ITE yaitu:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan,
mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
(2) Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang

dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

(3) Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis
dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi
dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak
pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian,
pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem
elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang
dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 50 UU ITE yaitu:

Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

j. Pasal 35

Pasal 35 UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,

penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
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Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Pasal 31 UU ITE yaitu:

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

k. Pasal 36

Pasal 36 UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa

hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian

bagi orang lain.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Pasal 31 UU ITE yaitu:

Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

l. Pasal 37

Pasal 37 UU ITE yaitu: Setiap orang dengan sengaja melakukan

perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai

dengan Pasal 36 di luar wilayah indonesia terhadap sistem elektronik

yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sanksi tambahan diatur dalam Pasal 52 UU ITE yaitu:

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau
Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk
layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah
sepertiga.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau
Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk
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dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral,
perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas
penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman
pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan
pidana pokok ditambah dua pertiga.

2. Pencemaran Nama Baik dalam KUHP

Buku II KUHP salah satunya terdiri atas kejahatan terhadap

kehormatan, karena kehormatan merupakan bagian yang terpenting bagi

setiap manusia dimana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang

harus dilindungi oleh hukum. Dalam kehidupan sosial masyarakat

tentunya sering terjadinya permasalahan yang timbul akibat dari

penghinaan baik secara lisan atau dengan tulisan, selain itu ada juga yang

timbul akibat fitnah.

Kredebilitas setiap manusia menginginkan untuk tidak direndahkan

karena kehormatan seseorang sangat berpengaruh akan jabatan, karir

dan pekerjaan sehingga jika kehormatan seseorang direndahkan dengan

melalui penghinaan baik melalui lisan atau dengan media massa/tulisan

bahwa kabar yang ada dalam media massa tersebut belum tentu akan

kebenaranya dalam hal ini memiliki pengertian yakni fitnah.

Tindak pidana pada kehormatan pada umumnya ditujukan kepada
seorang manusia yang hidup, sebab kehormatan atau nama baik
hanya dimiliki oleh manusia yang hidup. Demikian halnya dengan
badan hukum, pada hakikaktatnya tidak memiliki kehormatan, tetapi
dalam KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu seperti :
Presiden atau Wakil Presiden, kepala negara, perwakilan negara
sahabat, golongan, agama, suku dan badan umum memiliki
kehormatan dan nama baik.84

84 R.Wirjono Prodjodikoro. Op. Cit, h.45.
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Istilah yang umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap

kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Kehormatan dan nama

baik menjadi hak seseorang atau hak azasi setiap manusia. Tindak pidana

terhadap kehormatan, menurut hukum pidana terdiri dari 4 bentuk yakni :

a. Menista (secara lisan)

b. Menista secara tertulis

c. Fitnah

d. Penghinaan.85

Kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi

setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki

kehormatan dan nama baik. Tindak pidana kehormatan/penghinaan

adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak

nama baik kehormatan seseorang.86 Tindak pidana kehormatan ini,

menurut ilmu hukum pidana terdiri dari 7 (tujuh) bentuk yakni :

a. Pencemaran/Penistaan Lisan

Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran

atau penistaan (smaad) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310

ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barang siapa

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

85 Ibid, h.46
86 Moeljatno, Op.Cit, h. 67
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paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat

ribu lima ratus rupiah.

b. Pencemaran/Penistaan tertulis

Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran/penistaan tertulis

rumusannya sebagai berikut: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan

atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di

muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”.

c. Fitnah.

Kejahatan fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP yang

rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa melakukan kejahatan

menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk

membuktikan tuduhan itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika

tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum

karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya

empat tahun”.

d. Penghinaan ringan

Bentuk penghinaan ringan ada dalam Pasal 315 KUHP yang

rumusannya sebagai berikut : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja

yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang

dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau

tulisan maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan

atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya,
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diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama

empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah”.

e. Pengaduan Fitnah

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah

dalam Pasal 317 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh

menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan yang palsu kepada

pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama

baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum penjara selama-

lamanya empat tahun”.

f. Menimbulkan persangkaan palsu

Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu terdapat dalam Pasal 318

KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja

dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan

terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana,

diancam penjara paling lama empat tahun”.

g. Penghinaan mengenai orang meninggal

Kejahatan penghinaan mengenai orang sudah meninggal dunia ada 2

(dua) macam, yaitu :

1) Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu

masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis,

dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP. Bentuk penghinaan
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orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau

pencemaran tertulis.

(4) Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan

menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau

gambar dimuka umum yang isinya mencemarkan nama baiknya

dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1) KUHP.

3. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI,
Kapolri, dan Jaksa Agung Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154
Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Agung

resmi tangatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria

Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adanya

pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE tidak

menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan

masyarakat, sambil menunggu RUU masuk dalam perubahan Prolegnas

Prioritas Tahun 2021. Petunjuk teknis yang sudah ada seperti SE Kapolri

atau Pedoman Jaksa Agung bisa terus diberlakukan.

Pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu

pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan

perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Ini dibuat setelah

mendengar dari para pejabat terkait, dari kepolisian, Kejaksaan Agung,

Kominfo, masyarakat, LSM, Kampus, korban, terlapor, pelapor, dan

sebagainya.

Pada prinsipnya, menurut Mahfud, adalah merespons suara

masyarakat bahwa UU ITE selalu memakan korban, karena dinilai
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mengandung pasal karet dan menimbulkan kadangkala kriminalisasi,

termasuk diskriminasi. Oleh sebab itu, pihaknya mengeluarkan dua

keputusan yaitu revisi terbatas dan pembuatan pedoman implementasi.

Pedoman penerapan ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat,

dan keterkaitan dengan peraturan perundangan lain, terhadap pasal yang

sering menjadi sorotan masyarakat. Pedoman penerapan ini merupakan

lampiran dari surat keputusan bersama yang ditandatangani, mencakup

delapan substansi penting pada pasal-pasal UU ITE.

Berikut lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE:

a. Pasal 27 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan

mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja

membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten

tersebut.

b. Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan

mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya

konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:

1) Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud

mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya

informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang

dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
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2) Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang

kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga

jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau

sebuah kenyataan.

3) Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang

melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

4) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang

bersifat tertutup atau terbatas.

5) Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di

media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali

dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers.

6) Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan

oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan

disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa

pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan

membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto

pribadi, dan/atau video pribadi.

7) Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan

menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik

seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan

kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami

force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian
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konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan

ditentukan nilainya.

8) Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan

menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar

SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak

suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan

yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

9) Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman

informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang

ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan

mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan

merupakan delik umum.

10)Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada

korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian

tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula

kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk

pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan meyalahgunakan

kecanggihan teknologi elektronik dan komputer adalah kasus pencemaran

nama baik melalui media sosial. pencemaran nama baik terdapat pada

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga terdapat pula

beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak

pidana pencemaran nama baik.
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Selain yang diatur secara lex generalis dalam KUHP, terdapat juga

yang diatur secara lex specialis dalam undang-undang di luar KUHP yaitu

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang

Pers (UU Pers), dan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan

Jaksa Agung Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 Nomor

KB/2/VI/2021.
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